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Menimbang i

BIIPATI ACEH BE)fitrIt,

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentrran Pasal 23
ayat (1) Undnng-Undang Nomor 36 Tahun 20O9
ten.tang lteseh.atan; tenaga kesehatan berwenang
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;

b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16
Tahnn 2008 tentang Kesehatan Pasal 22 ayat {21,
terrtang kornpetensi pettrgas pemberi pelayanan
kesehatan;

c. hahwa trerdasarkan pertirnbangarl sebagaimana
dirnaksud dalam hun:f a" dan huruf b, perlu
men.etapkan Peraturan Brrpati tentang Petunjuk
tlelaksanaan Perrerirnann, Penempatan dan
Penilaian. Komp,3tensi tlidan Kabupaten Aceh
Besar';

Mengingat Undamg-Undang Nornor 7 (Drt) Tahun 1956
tentang Pernbentrrkan Daerah Otonom Katrupaten-
Kabupaten Drrlarn Liugkungan Wilayah Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tarnbahan
Lemlraraur Negara Nomc,r lO92l;

Undang-Urrdang Nomor 28 l'ahun 1999 tentang
Penyele,rrggaraan Negal'a yang Rersih dan Bcbas
da-ri Korupsi, Kolusl dan Nepotisme (I.embaran
Itlegara Reputrlitrc Indonesia Tahun 1999 Nomor 75
'larnbahan Lemtraran Neg,ara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Urrdang-Undang Nomor 44 'I'ahtrn L999 tentang
Penl'elenggaraan Keistirnewaan Propingi l-)aerah
Istiurewa Acetr (Lernlraran Negara Republik
lndonesia 'Iahun 1999 Nomor L72, Tambahan
Lernbaran }{egara Republik Indonesia Nomor 3893}

Undang-IJndeurg hlonror 32 Tatrun 2OO4 tenta.ng
Perrrerintahan Dar:rah (Lenrbat"an Negara Republik
Indonesia. 'fahun 2004 }Iomor L25, Tambahan
I.errrlraran Negara. Republik Indonesia Nouror 44371
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sebeigainrana. telah diu.bah rlengan Undang-Llndang
Nornor L2 Tahun 2008 tentang pemerintahan
l)nerah (Lembaran Negara Reptrblik Indonesia
tahun i2008 l\omor. 59, Tambahan Lembaran
Negara Republilc Indonesia Nomor aSa4l;

Urrclang-Un<lang Nomor 11 Tahun 2A06 tentang
Pemeri.rrtahan Aceh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurn 2006 Nornor O2, Tambahan
Lembar:an Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

IJnctar:rg-Undmrg Irlornor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehaterr (Leribaran Negara Republi.k Indonesia
Talrun 12009 Nornor' 'L4+, Tambahan kmbaran
Negara Rep'ublilc Indonesia Nomor 5O63);

Peratrrran Pernerirrtah Nomor 32 Tahun 1996
tentarrg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik lndonesia 'Iahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Leurbaran lriegara Republik irrdonesia
Nomor 3637);

Peratrrran Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Ncgala lYomor O1/PER/M.PAN/Li 2008
tentartg, .Jatratan Fungsional Bidan dan Angka
Kreclitnya;

9. Pera.hrran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala
Badan Kepegarvaian Negara Nomor
1i 10/MENKES/PB/XII/2008 Nomor 25 Tahun
2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan.
Irungsional }Sidan dan Angka Kreditn]'a;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
L796 I ME,NKBS/SK IYIIU 201,1 tentang Registrasi
Tenaga Keseha[an;

11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 16 Tahun
2o0tt tentang l(esehatan (l,embaran Daerah
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 16,
Tambahan Lemba.ran Daerah Kabupaten Aceh
Besar Nomor 16);

12. Qanurr Kabupa.ten Aceh Besa:: Nomor 17 Tahun
2008 tentang Kesehatan trbu, Bayi Baru Lahir dan
Bali'ta (Ler:rbaran Daerah I(abupaten Aceh Besar
l'airurr 2008 Nornor L7, Tarnbahan kmoaran
Daerah l(abuperten Aceh Besar Nomor 17);

MT'MUTIISKA}I:

Menetapkan : PDRATUTAI( 'B,ITPATI A#!)H BIISAR ?EIITANG
PEfl'ITJTIK PIOIJITISdf.TAAT{ PBT{ERIMAAIT,
PEI{E$[PA'I'A},{ I}AI[ PEHILATAI{ KOMPEf,ENSI BIDAN
KABIIPATEiY ACMEil B|r.SATT
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EAB I
I(BtrHH'fi'AN TJM{IM

Ilassl L

Dalarn Peraturan Eiupati ini yang rlimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagran dari Daerah Provinsi
Aceh sebagai suafu Kesatuan masyarakat hukum yang
diberi kewenangan khusus untuk mengatur <Ian mengurus
sendiri uru$an pemertnfulhan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan perafiJran perundang-undangan
cialam sistern drtn prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Llndang Dasar Republik
Indonesia. T:a,hun 1945 )rang dipimpin oleh seorang Bupati;

Pemerintahan l(abupaten adalah penyelenggaraan ur:rJsan
perneriutahan yang dilaksanakan oleh pemerintah
kabupat"en dan Dewarn Perwakilan Ralryat Kabupaten
sestrai dengtrn fuirgsi dan kewenangan masing-masing;

Pemerintan Daerah Kabupaten yang selanjutnya. disebut
Pernerintah I(ahupaten Aceh Besar adalah unsur
penyelengfrars{ pernerinta"han daerah kabupaten yar}g terdiri
atas Bupati tlan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

4. Bupati ad.alah I(epala Penrerintah Da,erah Kabupaten Aceh
Besar yang dipilitr nrelalui snatu proses demolcratis yang
dilalorkan bercla.sarkan arr€r.s l.angsung, urnum" bebas,
rahasia, jujur dan arlil;

Fasilitas trrelayanan kesehatan ad.alah tempat. yang
diguuakan untuk merryelenggarakan upaya pelayanan
kesehata:r, baik pronr.otif, preventit kuratif rnaupun
rehabr.litatif yang d.ilalalkan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat;

Standar adalah pedoman yattg hams dipergunakan
sebagai perunjuk dalarn menjalankan profesi yang melip'trti
standar pelayanan, standar profesi dan standar
operasional proseclur.

Surat Tanda Registrasi, selanjutrrya disingkat STR adalah
bukti tertulis yarg diberikan oleh pemerintah kepada
tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki
sertifikat kompeterrsi.

8. Surat lzin Praktek Bidan, selanjutnya disingkat SIPB
adalah bul<ti tertrrlis yang di.berikan kepada bidan yang
sudah rnern.enuh.,i persyaratam untuk bekerja di fasilitas
pelayanan l.<esehatan

9. Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan atau
serangkaian kegi.a.tan pelavanan kesehtrtan yang rneliputi
upaya perringlcertnn, pencegahan, pengobatan dan
rehatrilitasi"

10. Sertifikat kourpetensi adalah tukti terfirlts yang
dikeltrarkan oleh tim penilai kornpetensi Bidan yang
dibentuk dan clisahkan urelalui Keputusan Bupati

ll.Bidan aderlah seorang perempuan yang lulus dari
pendidikan b,idan yang telnh teregistrasi sesuai }:etentuan
peraturan penmclang-unclangan 
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12. Bidan Pegawai Negeri Sipil selanjuturya disingkat dengan
Bidan PNS adalah Bidan yang diberi tugas, tanggung
jawab wewerrang dan hak secara penuh oleh pejabat yang
ber',venang unh:k rnelai<rrkan kegiatan kebidanan pada
sarana pelayanan kesehatan

i3. Bidan Fegawai Tidak Tetap
Bidan PTT ada.latr Bidan
diangkat ole.h pejabat yang
pekerjarur sebagai Bidan
program pernerintah.

selanjutnya disingkat dengan
yang b,rkan pegawai negeri,
berwenang unfuk melakukan
dalam rangka pelalcsanaan

14. Bidan Aceh Llesar adalah Elidan yang bekerja d'alanr
wilayah Kabupaten Aceh Besar.

15. Organisasi Profesi adalatr Ikatan Bidan Indonesia (IBD
cabang Aceh Besar

16. Kornpetensi ndnlah seperangfli,at acuan tindakan cerdas,
penuh tanggung jawtrb yang dimiliki sebagai syarat unhrk
diang4ap marnpu dalam melalisanakan tugas-ttrgas
tertentrr sesuai kr.;wr:nau gannya.

17. Bidan Praktilc Manrliri adalah llidan yang mel:rksamakan
pral<tik bida.n swasta peroranga-rl

18. Tinn Penilai aCaln"h 'firn penilai yang dibentuk dan
ditetapkarr oleh Bupati Aceh Elesar dan bertugas rnenilai
kompetensi Bidan.

19. Surat Izirr Kerja Bidan, selanjutnya disin6fl<at SII(B adalah
bukti terLulis y,ang diberikan kepada Bidan yarlg sudah
mernenuhi persyarat'an untuk bekerja di fasilitas
Pela3'61"t' kesehatzur

20. Pelayanan kebidanan ada.lah pelayanan profesional yang
merupakan bagian integral dart pelayanan kesehatan, yang
diberikan kepada ibu clalam lurrn waktu masa
reprodutrrsi, bayi batr lahir, bayi dan balita.

2L.Penerimaan atlalah pruses seleksi Bidan untuk diterima
dan akan beker.ia dalam wilayah Kabupaten Ace,h. Besar;

2Z.Penerctpatan adalah suatu prose$ penunjukan tempat
unttrk melaksaurakan pelayanan kebidanan sesuai alokasi
kebuttrhan dan di.slribusi BiCan oleh Dinas Keseha.tan;

23. Pen.ilaian Kornpetensi adalah proses penilaian terhadap
kornpetensi Bidan untuk mengukur pengetahuan,
keterampileur Can sikap yang dilakukan sesuai standar
profesi;

24.Perpaujangan masa bakti bidan adalah pengangkatan
kembali (perlpranjan.gan) masa penugasan, jika yang
bersangkutilrr masih mememrhi persyaratan dan alokasi
kebutrrhan tenaga Bidan PTT.
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BA.B II
lilTKSUD DIIil TUJUAI{

Muksud
Ilassl2

a. Sebagad pedoman bag, Pemerinta.h Kabupaten dalam melaksanakan
Penerimaan, Peneurpatan clan Penilaian kompetensi F3idan;

b. Meningkatkan kompetensi Bidan yang diterima dan/atau bekeda di
Kabupaten Aceh Besar.

t\rJuau
Passl 3

Pehrnjuk pelaksana,an penerimaam, penernpatan dan penilaian kompetensi
Bidan, bertqjuan :

a. meningkatkan dan rnempertahatnkan mutr,r pelayanan kesehatan sesuai
stanclar;

b. naeningkatkan efektititas dan keterjangkauall masyarakat untrrk
mendapatkan pelayanan kesehatan;

c. mempercepat penurun,lrr angka kematian Ibu. dan Bayr.

BAB III
T(EBIJAKAff DAN ST}I,A'TEGI

Iileh$akan
Pa,sf,l 4

(1) Kebijakan mengenai pelaksnnaarr penerinraan, penerrpatan dan penilaian
kornpetensi Bidan dilakukan secara m.enyeluruh bagi setiap Bidan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Elida"u Pegawai Tidak Tetap {PTT), dan Bidan
Prakik Mandiri (BPM), baik pegawai yang pindah maupun pegawai
titipan.

(2) Dinas Kesehatan berkewrrjiLran melatrarkan pembinaan dan peningkatan
sumber daya. manusia d.engan melakukan bimbingan teknis, kendali
mutu dan pelatrhan bagi Bidan.

(3) Dinas Kesehatan dan instansi terkajt berkewajiban melaksanakan
penguatan pro€fam Kesehatan ilru dan anak dalarn rangka
meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Strrtegl
Pasal $

Strategi dalarn rarrgka pelalcszuraan penerimaran, penernpatan dan penilaian
konrpetensi Bidan dilakuk rn urelalui:
a. peningkatrur komitmen Peureriutah I(abupaten terhadap pelaksanaan penerimaan"

frerempatan dan penilaian kompe;tensi Bidarr;
b. peningkatan dan penguatan kompetensi Eidan;
c. peningkertan akses masyarakat terhatlap pelayan.au kesehatan ibu dan

anak; dan
d. pemberdayaan dan peningkatan peran serta m.asyarakat dalam

meningkatkan derajat keseha.tnn itru dan anak

,l
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BAB IV
PENERIMAAII, PEI{DMPAT/U{

D"SIrI I'ENIL/LIAI{ I(Ofy:PIyf BI{SI BIDAN

t*ffiffr
Fae&l 6

Setiap Bidan yang akan diterima. cli Kabupaten Aceh Besar, harrs memenuhi
persyaratanr sebagai berikut :

a. ijazah rninimal DIII Kebidanan yang dikelr-rarkan oleh lembaga pendidikan
yang telah terakreditasi yang clibuktikan dengan sertifikat akreditasi;

b. Surat Tanda Registrasi (S'tR) Bidan yarrEf meusih berlaku;
c. surat keterangan bertraclan sehat dari dokter pemerintah yang menniliki

SIP;
d. surat keterangan lulus psikotest clar"i instansi yang ditunjuk;
e. surat keterangan rnarnpu memba.ca Al-Qur'arr bagi Bidan yang'beragama

Islam dari instansi yang ditunjuk;
f. bersedia ditempatkan dimana saja di sel'uruh wilayah Kabupaten Aceh

Besar;
g. surat perseturjuan dari suami baf+ yang su<J.ah menikah unfuk

menjaleinkan tugas sesuai dengan ketentr"ran yang berlalm;
Surat Keterangan Catatan l(epolisian (SKCK) da.ri kepolisian setempat;
Kartu tanda pencari kerja (bsrgr Non PNS).

Ba6lan !fiedua
Pernenrpa,tan

Pasel 7

Penernpatan dan rnutasi Biclan harus berdasarkan rekomendasi atas
dasar alokasi kebuhrhan Dinas Kesehatan.
Bidan yang akan bekerja di Katr:rpaten Aceh Besar harus menandatangani
surat perjanjian/perrryataan da.ri f)inas Kesehatan Aceh Besatr.
Bidarr )'ang di ternpatkan dalanr Wilayah Kabupaten Aceh Besar harus
mengikuti s,emlla peraturzur dzur lcetentuan yang telah ditetapkan.
Bidan di Desa wajitr menetap cli Desa/Garrrpong yang dibuktikan dengan
absen dan Sura.t Fern5nataan Ulelaksanakan Tlrgas (SPMT) yang ditanda
tangani oleh kepala desa/ KeuchiJc.

Ba6*an Kettigu
Penlfiu'la n K,ompeteusl tsfld,au

Paara.l,8

(1) Ruang lingk:up penilaian kompetensi Bidarr meli.puti:
a. selurutr Bidan yang luhrs baik yang berasal dari institusi pendidikan

pemerintah rnaupun swasta termasiuk yang b'aru diterima dan sudatr
bekerja clan/ateru akan rnembul.rs pratr<tek di wiiayatr Kabupaten Aceh
Besar;

b. bidalr yang lulus sebeh-rm'fahun 2013 yang memiliki STR (pemutihran);
c. bidan ya.ng akan rnengu ns STR dan SIFts baru;
d. bidan yang akan memperpanjang STR rlar: SIPB yang hatris masa

berlalmnya; dan
e. bidan hilusan luar negeri yang telah rnelakulran program adaptasi pada

v)l
t
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institusi yang telah ctitetapkan..
(2) Bidan sebagaimana climakstr.d patla ayat I rneliputi Bidan yang bekerja

pada fasilitas lcesehatan pernerinta"h dan swasta termasuk prattit
mandiri.

Pas,&l I
(1) Pelaksanaan penilaian lcompetensi clilak:ukan oleh Tim penilai kompetensi

Bidan trerasal dari unsur lcepegawaian Dinas I(esehatan kabupaten dan
organisasi profesi IBI yang ter<liri cleri:
a. ketua;
b. wakil ketua;
c. seiqretaris; dan
d. anggota.

(2) Untu!: tlapat diangkat sebagai tim penilai kompetensi Bidan, herrus
mt:menuhi syarat yaitu Ridan yang mcmiliki pengalaman klinik minimal 5
(lima) tahun.

(3) Tim Penilai bersifat independen Jrang ditetapkar:. melaltri keputrrsan
Bupati Aceh Besar,

Pas&l 1O

(1) Penilaian kompetensi biclan dilal<sanakan sesuai dengan tenrpat tugas
(2) Materi Pelaksanaan Penilaian lcornpetensi bidan terdiri dari :

a. ujian tertulis meliputi:
L. asuhan pada ibu hamil;
2. asuhan pada ibu melahirkan;
3. asuhan pada ibu nifas;
4. asuhan pada bayi barr lahir; dan
5. asuhan pada I(B dan konseling.

b. ujian Frakteh dan pengisian laporan.

(3) Waklu penilaian ko:rnpetensi bidan dilakukan paling kurang 2 (dua) kali
dalam satu tahun, yzuttr bulan Januari dan Juni.

(a) Tata carei pelaksanaan penilaian kompetensi bidan )'arrg dilal<ukan oleh
Tim Penilai kompetensi B,idan, nlengacu pada petunjuk pelaksanaan yang
telah ditetapkan

Pasa,t 11

(1) Bagi Bidan yang dinyatakan lulus penilaian kompetensi akan
mendapatkan sertjfikat penilaian kompetensi;

(2) Sertifikat penilaian kompetensi sebagaimaua climaksud pada ayat (I)
ditandatangani oleir KepaLa Dinas Kesehatan.

(3) Sertifikat kompetensi dapat dipergunakan sebaged dasar pertimbangan
dalam proses seleksi penerirnaan Bidan, pengangkatan Bidan Fegawai
Negeri Sipil (PNS) datam jabatan fungsioual, peqpc{njangan masa bakti
Bidan Pegavrai Ticlak Tetap (Pff) dan pembinaan Flidan praktjk rnan<liri;

(4) Masa berlaku Sertifikat penilaian kornpetensi selama 5 (lfuna) tahun;
(5) Bagi Ridan yang surlah rnerniliki STf,{. rn.asa berlaku sertifikat sesuai

dengan rnasa berlaku. STR;
(6) Bidan herms memperpanjang sertifikat penilaian 3 (dga) bulan sebelurn

habis masa beriakunya.

ru
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BNIT V
TI}il PEAIIL/II KOMPETENSI BIDAN

Bagi.m,n Keeatu
Pembentrrkalr Tim FeulIaL

Dalam ranglca rnelindungi
dan untuk nreningkatkan
Penilai l(ompetensi Bidan.

P&Bnl 12

masyaraka,t penerirn.a jasa pelayanan kesehatan
muhr prdayanan kesehatan perlu dibentuk Tim

PeBaI 13

(1)
(21

Anggota Tirn Penilai kompetensi berjurulah 9 (sembilan) orang;
Anggota Tim Penilai Kompetensi Bidan terdiri atas unsur yang berasal
dari:
a. Dinas Kesehatan 3 (tiga) orzu:g; dau
b. Perwakilan orga:r.isasi IBI 6 (enam) orarlg.

Tata cara pengusulan anggota tim Penilai kompetensi:
a.yang berasal dari Dinas Kesehatnn knbupaten diusullcan oleh kepala

dinars; clan
b.yang berasal dari organisasi profesi rliusulkan oleh l<etua pengurus

organisasi profesi yang bersangkrrtan.
Penetapan dan pengang,tr<atan anggota serta $iusunan keanggotaar: Tirn
ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 14

Masa bakti heanggotaan T'im Penilai Kcrrnpetensi Ridan adalah 5 (lima) tahun
dan dapat dipilih lagi untuk setiap kali urasa jabatan berikutnya.

Pagal LF

(1) Tim Penilai Kompetensi Bidan dibentuk dan Ciangkat oleh Brrpali
berdasarkan usulan Kepala Dinas I{esehatan

(2) Tim Penilai l(ompetensi Biclan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalarn
rnelaksanakan tugasnya bertcrnggung jawab kepada Bupati.

Ilas.al 16

Tim Penilai Kompetensi Bidan betkedtrdrrkan di ibukota Kabupaten Aceh
Beser di Kota. Jant].o.

Suglan Kedua
Tugas, [\,rxrgot Daa Wewe'nangf

Pasal 17

Tim penilai kompetensi Bidan menrpunyai tugas sebagai berikut:
a. menerima pendaftaran calon oeserta penilaian kompetensi Bidan;
b. nremeriksa kelengkapan persyaratnn calon peserta penilaian kompetensi

Bidan;
menyampaikan arahan kepada peserta tentang teknis dan materi
penilaian; dan
melaln"rkan penilaian kornpetensi bagi Bidan yang akanf atau bekerja

1{

(3)

(4)
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dalam wilayah Kabtrpaten Aceh Besar'.

Pasal L8

Tim penilai kompetensi Ei<lan, dalam menjalankan r

dimaksud dalarn pasal 17, menrpunyai lhngsi:
a. melakukan penilaian kornpetensi bagi Eidarr; dan
b. membenkan penilaian trrasil penilaian kourpetensi.

Paas.l 19

Dalarrr menjalankan fi"rngsi sebagaimana dimaksud dalam pasal. 18, Tim
Penilai kornpetensi mempunyai wewenang:
a. menJrusun pedoman penilaian kompetensi;
b. men5napkan materi penilai.an kompetensi;
c. menetapkan penguji;
d. melakukan koordinasi daiam penilaian kornpetensi;
e. melalrukan sosialisasi penilaian kornpetensi;
f. memberikan hasil penilaian kompetensi;
g. melakukan pencatata.n terhadap bukti lulus penilaian korupetensi;
h. melalcurkan penilaian terhadap kernampuan Bidan yang tidak

menj a lankan praktilcnya se s.uai ke ten h: r'rn; dan
i. melakukan kerjasarna dengan sfake lwlder terkait dalam rangka penilaian

kornpetensi Bidan;

L\asrrl tO

Ketentuan Lebih lanjut rnengenai telcnis peni.laian kompetensi Elidan diattrr
dengan pedornan yang dikelunrkan oleh llim penilai I(ompentensi Ridan.

BA,B VI
TUGAS D.ATT TAI$GG,TIruG JAUIAts

Fa,ora.I 2L

Bidatr yang bekerja di kabupaten Acekr Besar, mempuny'ai trrgas dan
tanggung jawab:
a. meurberikan pelayanan kesetr.atan Ibu, anak dan kesehatan reproduksi

Perempuan dan keltrarga berencana;
b. melalmkalt upaya promotif, prevr:ntil, k:trratif dan rehabilitatif sesrrai batas

kewenangannya; dan
c. mcrnbantu mernpercepat penurunan angka kematian ibu dan bayr.

BJ\I} VII
P$}IT BLENGGAI?,AATd PRAIITIK BIDA}I

Pesel 22

Bidan tlalam menjalerr:rkan trrratrtilc berurenang untuk memberikan pelayanan
yang urelipuhi:
a. pelayeinan kesehatan ibuu
b. pelayanan kesehatan annk; dan
c. pelayanan lresehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

P&sal .?3

(1) Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam PasaL 22 huruf a
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diberikan pada rrlasa pra hamit, lce;harniletn, masa persalinal, masa
nifas, masa menJrusui dan ma{ia antara dua kehamilan.

(21 Pelayannn kesehatan ibu sebagaimana clirnaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pelayanan konseling pada masa pra hanril;
b. pelayanan antenatal terintegrasi pada kehamilan normal yang

mencakup standnr 10'l yaitrr:
1. menimban.g berat badan dan ulrrrr tinggi hadan;
2. mengulorr tekanan darah;
3. menilai statrrs gizi (ulrur lingkar lengan atas);
4. mengulrur tinggi fundus uteri;
5. menentukan presentasi janin clan denyu.t jantung janin;
6. skrining stattrs irnunisasi Tetarrus dan berikan imunisasi Tetarrus

'foksoid bila diperlukur;
7. rnemberikan tablet znt Besi;
8" t.est laboratoriurn (rutin dan Khusus);
9. tatalaksana kasu.s; dam
10. temu wicnra (konseling) termastrk perencallaan persalrrran dan

pencegahan korrrplikasi (P4K) serta I(B pasca persalinan.
pelayanan persalinan norrnial;
pelayanan ibu nifas nonnal;
pelayanan ibu rnen;rusui; dan
pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan

(3) Bidan d.alarn rnemberik"an pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berwenang untuk:
a. episiotomi;
b. penjahitan luka jalar: lahir tingkat I dan II;

penanganan kcgawatCan:ra.tan, dilanjutkan dengan ruj u"kan;
pemberian tablet Fe pada ibu hamil;
melakukan kunjungan nifas minimal 3 kali untuk perawatan ibu
nifas;
penrberian vitamin A dosis tinggi pada ibu nifas;
firsilitasi/bimbingan irrisiasi menJrusll dini dan promosi air susu ibu
ekslusif;
pemberian 'utero tonika pzrda manajemen aktif kala 3 dan post
parlurn;
pinyuluhan dan konseling;
L:imbingan pada kelonrpok ibu harnil;
pernberian surat keterangan kernatjau; dan
pemberian surat keterangirn cnti bersalin.

c.
d.
e.
f.

c.
d"
e.

t.
g.

h.

i.
j.
k.
1.

b.

c.
d.
e.
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Paaul 24

(1) Pelayananr kesehatan anak sebagairnana dimaksud dalam pasal 22 huruf
b diberikan pada bayi ba.ru lahir, bayi, anak balita dan anak pra sekolatr.

{21 Ridan dsrlam rnemberil<an pelayanem kesehatan anak sebagairnarra
dirnaksud pada ayat (1) benvenang untuk:
a. meli.rl<ukan a.suhan bayi baru lahir normal termasul< resusitasi,

pencegahan hiJrotermi, inisiasi menJnrsr-r dini, injeksi vitamin I(,
tr)era$ratan bayi baru lrrtrir; injeksi vitamin k, dan perawatan tali
pusat;
melakukan ktrnju.nl;an neonatal mininial 3 kali untuk memberikan
perawatan bayr tlanr lan'ir pada rnasa neonatal;
penaganan hipotermi pada bayi baru lahir dan segera nrerujuk;
penanganan kegarvatdartrratan dilanjutkan rujukan;
pernberian imunisasi rutin sesuai progrerm pemerintah;

r(y
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f. pemantauan turnbuh kernbang bayr, anak balita clan anak pra
sekolah;

g. penrberian kclnseling dan penyuluhan;
h. melakukan strcrining d.ini ter:hadap kckerasan pada anak;
i. pemberian surat keterangan kelahiran untuk pengurusan akte

kelahiran; dan
j. perntrerian surat keterangan kematian.

Lhnat 25

Bidan dalam memberikan peiayanan kesehatan reproduksi perempuan dan
keluarga berencana sebag;airnana dirnaksud da-1am Pasal 22 huruf c
benvenang untuk:
a. mernberikan penyuluhan dar:r konseling kesehatan reproduksi perempuan

dan keluarga berencana.; d.an
b. memberil<an alat kontr;rsepsi orrJ dan korrt{om.

Pagat 26

(1) Selain laewenamgan sebzrgaimana clinraksud dalam Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, dann Pasal 25, Bidarr yarrg menjalankan program pemerintah
berwenarrg melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:

a. pemberian alat kontrasepsi suntikan, al.at kontrasepsi dalanr rahim,
darr memberikrrn pelayanalr alat kontrasepsi bawah kuli.t;

b. asuhan anteuatetl terintegpasi dengan intervensi khrrsus penyakit
kronis tertentu dilakukan ditra.wah supervisi dokter;

c. penanganan bayr dan anak tlalita sakit sesuai pecloman yang
ditetapkan;

d. melakukan pembinaan peran serta ma.syarakat di bidang kesehatan
i'!:u dan anak, anak usia sekolah dan remaja, dan penyehatan
lingkungan;

e. pemantanran tunrbuh kembang bayi, analr balita dan anak pra sekolah
dan anak sekotrah;

f. melaksanakan pelayanan kebidananan komuuitas;
g. rnelaksanakan deteksi dini, merqiuk dan memberikan penyuluhan

terhadap infeksi rnenrrlar seksual (IMS) termasuk pemberian kondom
dan penyakit. lai.nnya;

h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fsikotropika clan Zat Adiktif
lainnya (NAfrZA) melalui infonnasi dan edukasi; dan;

i. pelayanan kesehatan lain yang mempal<an progra.m pemerintah.

(2) Pelay'anan sebagaimana climaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukart
oleh Bidan yang sudah dilatih untuk ihr yang dibulctikan dengan
sertifikat.

Paeal2T

Bagi bidan yang menjalankan praktik cti daeratr yang tidak memitriki dokter,
dapat melakukan pelavanan kesehatan diluar kewenangan seba.gaimana
dimaksud .dnlam Pasal 26.

Pasall 28

Bidan dalam nnenjalankan pralrtik dan bel:eda senantiasa meningkatkart
muttr pelayanan
pengetahuan clan
bidarrg tugasnya

profesinyer dengan rnengikuti perken:.bangan ilmu
tehnologi melalui pendidikan dan pelatihan sesua.i dengan
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f. pemarltauan turnbuh kembang bayr, anak balita clan anak pra
sekolah;

g. pemberian konseling dan penyuluhan;
h. melalrukan slcrining clini terhadap kckerasan pada anak;
i. pemberian s'urat keter:rngan kelahiran untuk pengurusan akte

kelahiran; dan
j. pernberian surat keterangan kematian.

Ih$al 2$

Bidan dalam memberikan pelayanan keseha.tan reproduksi perempuan dan
keluarga berencana sebagairnana dimaksud d.alam Pasal 22 huruf c
berwenang untuk:
a. mernberikan penvtiltrhan cla::r kor:seling kesehatan reproduksi perempuan

dan lceluarga berencana.; d.zul
tl. memberil<an al.at kontrersepsi orrJ. dan krrrrdom"

Pas&l 26

(1) Selain laewenangan sebagairnana diuraksud d.alam Pasal 22, Pasal 23,
Pasal 24, danr Pasal 25, Bidan yang menialankan program pemerintah
berwenang melakukan pelayanan kesehatan yang meliputi:
a. pemberizur alat kontrasepsi su.ntikan, aLat kontrasepsi dalanr rahim,

dan memberikern pelayanan nlat kontrasepsi bawah kr:lit;
b. asuhan antenatal terintegrasi dengan intervensi khrrsus penyakit

kronis tertentu dilakukaur dibawah supervisi dokter;
c. penanganan bayt dan anak tlalita sakit sesuai pedoman yang

ditetapkan;
d. melakukan pembinrnan peran serta nrasyarakat di bidang kesehatan

ibu dan amak, anal< usi.a sekolah dan remaja, dan penyehatan
lfurgkungan;
pemantanran tunrbuh keurbang bayi, alal< balita dan anak pra sekolah
dan anak sekolah;
melaksanakan pelayanan kebidananan komunitas;
rnelaksana,kan deteksi dini, merujuk dan memberikan penyuluhan
terhadap infeksi rnenular seksual flMS) termasuk pemberian kondom
dan penyakit, lainnya;

h. pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fsikotropika ciem Zat Adiktif
lainnya (NAIIZA) melalui inforrnasi dan edr.r"kasr.; dan;

i. pelaya:ran kesehatan lain yang mempakanl program pemerintah.

(2) Pelay'anan sebagaimana climaksrrd pada ayat (1) hanya dapat dilakukan
oleh lSidan yang sudah dilatih untuk ifi.l yang dibuktikan dengan
serti{ikat.

Pasal 27

Bagr bidan yang menjalankan praktik cli daerah yang tidak memiliki dokter,
dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 28

Bidan dalam rnenjalankan pral<tik dar: bekerja senantiasa meningkatkan
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rnutu pelayanan
pengetah'uan dan
bidarrg tugasnya

profesirryer dengan rnengikuti perkembangan ilmu
tehnologi mekilui pendidikan dan pelatihan sesua.i dengan
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P,asal 29

(1) Dalam. merryalankan prahtik/keda, Biclan berkewajiban untuk:
a. menghorrnati hak pasien;
b. menghormati, menjunjung tingg,. norrna dan adat irstiadat serta

mengikuti segala kegiatan kernasyarakata:r setempat;
c. memLrina hubungan baik dengan sesarna tenaga kesetratan termasuk

dukun b.yr;
d. rneutberilcan iuforrnasi tentang masalalr keseha.tan pasien dan

pelayanan yang dibutuhkan;
e. merujuk kasus yang bukan kewenangannya;
f. menyirnpan rahasia pasien;
g. nrelakukan pencatatan asuhan kebidanan dan pelayanan lainnya;
h. melakukan pencatatan dern pelaporan praktik kebiclanan.

(2) Bidan dalam menjalankan praktik kebidanan ha:rrs membantu program
pernerintirh dala-nr m.eningkatlcan der4jat kesehatan masyarakat;

(3) Prograrrl per.nerintah sebagaimarra yarlg dirnalcsud pada ayat (2) antara
lain:
a. rnelakukan slaining malaria pada ibu harnil krurjungan pertama dan

membagikan lcelambu; dan
b. menenrukan d.an nrelaporkan kasus Kr.ekerasan Dalam Rumah Tangga

(KDRT) ke Fusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perernpuan dan
Anak (P2TP2A); ,

c. melalrukan konseling Sanitasi'fotal Rerbasis Masyarakat (STBM) dan
hygiene perorangau kepada urasyarakat di desanya.

(4) Dalaur rnenjalankan pratrctik/kerja, Bidan rnempunyai hak:
a. ilremperoleh per{indungzur hukum dalam melaksanakan praktik/kerja

sepanjang sesuai stan.dar;
b. rnemperoleh inlbrmasi yang leugkap dan benar dari pasien dan/atau

kelut,rrganya;
c. melaksanakan tugas sese.rai kewenangan dan standar;

RAffi VII
PEIIC IITAtAIS DAII PtlL.rilFORAt{

I'asel 8O

(1) Dalam melakukan trrgnsnya Bida.n wajib melakukan pencatatan dan
pelaporan sesuai derrgan pelayanan y€u1g diberikan;

(2) Pelaporan sebagairnana dimaksucl pada ayat (1) dihtjukm ke puskesmas
wilay'ah tempart praktik.

B/TB VIII
PDIUBINAAII DAI{ IP$}IGAWASAIY

Fasal 31

(1) Kepala Dinas I(esehatan harus melaksanakan pembinaan dart
pengawasarl penyelenglaraan praktik bidan;

(2) Dalam pelalrsanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas Kesehatan harus rnernbuat peuretaan tenaga bidan praktik mandiri

,rv



13

dan biclan Ci desre serta menetapkan dolrter puskesmas terdekat urrtuk
pelaksanaan tugps supervisi terhadap bidan di wilayah tersebut,

BAI} TX
PtsI}TBX.IIYILILII

Fasul 32

(1) Segal.a biaya yang timbul akibat ditetapkannya Perahuan Bupati ini dibebanlcan pada
Angganur Pendapatan dan Belanja Kabrrpaten Aceh Besar.

(2). Biaya pelaksanaan penilai.an kompetensi dibebankan kepada peserta.

EABX J

KEII+NTUAIT PIINU'TUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku patla tanggal diundangkaq.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundAngan Perahrran
Bupati ini dengan peneurpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
oada tanrsEal tO November 2Ol2 M

:s nz.ulhriiah 1433 H

ACEH EESllR,/

(

rl'l$$i+r\A\
BASYT

Diundangkan di I(ota,Janttro
padatanggal@

fi Dzulhiijah 1433 H

SEKRb"I'ARTS DAERAH ,

I/KABUPA'WiusAR,/

ZUL]KIFLI AHMAD

BERITA DAERAII IGBUPATEN ACEI{ BESAR TAHIJN 2OL2 NOMOR ,D


